BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 154 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI 25 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat
perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah
dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2022, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022 perlu ditinjau kembali untuk

diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

SALINAN
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A Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor ' 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik —
Bangkalan — Mojokerto — Surabaya — Sidoarjo - Lamongan,
Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 11 14);



-5,

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh,;

31.Peraturan Daerah  Kabupaten  Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun- 2016 Nomor 06)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05);

34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 122 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nomor 122);

35. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KERJA KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2022.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2022 (Berita Dacrah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 25)
diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 4 diubah schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a.BABI : PENDAHULUAN
b.BABII : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN

c. BABIIl : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

d.BABIV : PENUTUP

(2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beserta Matriks Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4.A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.A

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 menjadi pedoman dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Juli 2022

BUPATI NGAWI,
ttd.
ONY ANWAR HAFRSOQONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal &9 Jull 2042

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
tid.
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 134



